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SURAT PERNYATAAN
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Judul : Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku

Illegal Fishing dalam Perspektif Norma

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah
sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh
gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang

dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari
diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi

apapun sesuai aturan yang berlaku.

Bandung, 10 Desember 2019

Denatalie C. Hutagalung



ABSTRAK

Nama : Denatalie C. Hutagalung
NPM 2016330142
Judul : Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal

Fishing dalam Perspektif Norma

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia membantah
norma internasional yang berlaku mengenai illegal fishing. Indonesia yang
meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLQOS) dan
menyetujui International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal
Unreported, and Unregulated (IPOA-IUU) Fishing diharapkan mengikuti
ketentuan yang diatur di dalam kedua perjanjian internasional. Terlepas dari itu,
Indonesia membantah norma yang membahas tentang penanganan illegal fishing.

Konsep norm contestation dalam kerangka constructivist use of norm
digunakan until menganalisis alasan di balikk implementasi kebijakan
penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Dalam pembahasan, konsep terbagi ke
tiga variabel, yaitu: ambiguitas norma, lack of intersubjective agreement, dan
logika kepantasan. Ketiga variabel memberikan alasan dilakukannya pembantahan
norma.

Ditemukan bahwa faktanya kepentingan Indonesia tidak tersalurkan dalam
norma internasional yang berlaku. Dengan dasar itu Indonesia mencari cara sendiri
untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing yang menurut Indonesia adalah
kejahatan yang mengarah pada transnational organized crime. Selain itu,
ditemukan fakta bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang popular adalah benar,
melanggar norma internasional.

Kata kunci: illegal fishing, kebijakan penenggelaman kapal, constructivist use
of norm, norm contestation



ABSTRACT

Name : Denatalie C. Hutagalung
Student Number 2016330142
Title : Indonesia’s Sink the Vessels Policy in Combating

Illegal Fishing through the Perspective of Norm

The objectives of the research is to explain Indonesia’s norm contestation
behavior. Indonesia has ratified United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) and has consented to the International Plan of Action to Prevent, Deter,
and Eliminate Illegal Unreported, and Unregulated (IPOA-IUU) Fishing. It is
excpected from Indonesia to comply to the formulated norms. However, Indonesia
contested some of the norms relating with illegal fishing.

The concept of norm contestation within the framework of constructivist
use of a norm is the tool used to analyse the reasoning behind Indonesia’s
contestation against the norm. In the analysis, the concept is separated into three
variables: norm ambiguity, lack of intersubjective agreement, and logic of
appropriateness. All of the variables created a framework to reason with norm
contestation

. It is found that Indonesia’s national interest which covers the national
security is not delivered through the existing international norm. Within the
foundation, Indonesia sought to find It’s own way to combat illegal fishing, which
in Indonesia’s perspective is considered transnational organized crime. It’s
concluded that Indonesia’s behaviour is in fact, violated the international norms.

Keywords: illegal fishing, Sink The Vessels policy, constructivist use of norm,
norm contestation
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Bab 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam sistem internasional, dikenal istilah perjanjian internasional. Perjanjian

internasional adalah persetujuan yang ditulis dalam bentuk formal yang dibentuk
oleh aktor dalam hukum internasional, yaitu negara berdaulat dan organisasi
internasion. ! Istilah perjanjian internasional dipakai untuk menjelaskan secara
umum berbagai variasi seperti konvensi, pengaturan, protokol, covenants, charters,
dan acts. Indonesia mengakui adanya perbedaan tingkat bobot kerja pada perbedaan
nama. Namun, secara hukum perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan
kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional.?

The Vienna Convention on the Law of Treaties memberikan kriteria bahwa
perjanjian internasional dapat dipahami sebagai persetujuan internasional secara
umum, tidak hanya hal-hal yang diberi nama ‘freaty’. Persetujuan internasional
antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, bisa
diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen atau lebih,
mengenai hal apapaun.®

Perjanjian internasional dapat menghasilkan norma internasional yang
dipakai sebagai standar perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh negara yang
tunduk pada perjanjian tersebut. Pada prakteknya, perjanjian internasional

diharapkan dijalankan dengan prinsip itikad baik, yang diambil dari istilah pacta

! "Treaty | international relations". Encyclopedia Britannica, diakses 2 Agustus 2019,
https://www.britannica.com/topic/treaty.

2 Undang Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penjelasan umum.
% The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 2 No. 1a.


http://www.britannica.com/topic/treaty

sunt servanda.* Tanpa aplikasi prinsip ini, perjanjian internasional akan
sulit dilaksanakan secara serentak mengingat banyaknya negara berdaulat dalam
sistem internasional. Karena pada faktanya, untuk mencapai sistem yang teratur
dibutuhkan pedoman untuk menjalankan hak dan kewajiban sebuah negara.

Terdapat beberapa istilah yang bersangkutan dengan respon negara terhadap
perjanjian internasional. Perihal pertama adalah penerimaan atau persetujuan yang
pada dasarnya memiliki efek legal yang sama dengan istilah ratifikasi. Ratifikasi
sendiri merupakan tindakan internasional di saat suatu negara menunjukkan
persetujuan untuk terikat pada perjanjian jika para pihak bermaksud untuk
menunjukkan persetujuan terhadap tindakan yang terkait. Perbedaannya,
penerimaan atau persetujuan digunakan saat pada level nasional, hukum konstitusi
negara yang bersangkutan tidak mengharuskan ratifikasi kepala negara mengenai
perjanjian internasional.®

Ketika negara sudah meratifikasi sebuah perjanjian internasional, ini berarti
negara menyatakan persetujuan untuk terikat secara legal kepada ketentuan yang
terdapat dalam perjanjian international tertentu. ® Pemberian persetujuan negara
terhadap perjanjian internasional dapat berupa’:

“(a) perjanjian internasional mengarahkan persetujuan

diekspresikan dalam bentuk ratifikasi;

4 The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 26.

5 “Glossary of terms relating to Treaty actions,” United Nations Treaty Collection, diakses 30
Januari 2019, (United Nations Treaty Collection n.d.)

¢ The Vienna Convention on the Law of Treaties, Pasal 2 No. 1b.

" The Vienna Convention on the Law of Treaties, Pasal 14 No.1.



(b)  negarayang terlibat dalam diskusi sepakat bahwa ratifikasi
bersifat wajib;
(©  wakil negara telah menandatangai perjanjian yang harus
diratifikasi
(d). niat negara untuk menandatangani terlihat dari kekuatan
penuh yang di representasikan selama negosiasi.”
Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam alasan pembuatan UU dituliskan
bahwa dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional dalam bentuk
perjanjian internasional diperuntukkan melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.®
Menurut Indonesia, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam
bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat
secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.®
Sedangkan ratifikasi masuk ke dalam bentuk pengesahan yang berarti perbuatan
hukum untuk pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional. Bentuk lain
diantaranya adalah aksesi, penerimaan, dan penyetujuan.©
Cara pengikatan Indonesia pada perjanjian Internasional adalah melalu cara

berikut: penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota

8 lbid, Undang Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pembukaan.
® lbid, pasal 1.
10 1bid.



diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian
internasional.!! Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat setelah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.'? Indonesia
menyadari bahwa setelah mengesahkan perjanjian internasional, negara secara
resmi mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan harus mengikuti norma yang
diatur di dalamnya.

Indonesia meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea
pada tahun 1985 dengan mengeluarkan undang-undang terkait. Ini menyatakan
bahwa Indonesia bersedia melakukan ketentuan yang tertulis pada UNCLOS.
Dengan menyatakan mendukung implementasi International Plan of Action to
prevent, deter, and eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IPOA-1UU)
fishing, Indonesia menerima norma yang diatur di dalamnya. Alat pertama yang
digunakan IPOA-IUU fishing adalah untuk “give full effect to relevant norms in
international law”. Ssemua negara yang terlibat dalam praktek IPOA-IUU fishing
diwajibkan menjadi bagian dari UNCLOS 1982, Food Agriculture Organization
Compliance Agreement 1993, dan UN Fish Stocks Agreement 2015. Selain itu,
semua negara juga harus mengimplementasikan Kode Etik beserta IPOA yang
terdapat bersamanya.3

UNCLOS dan IPOA-IUU fishing oleh FAO berperan sebagai norma

internasional yang membahas mengenai seputar illegal fishing. Kedua norma

1 1hid, pasal 3.

12 1hid, pasal 15.

13 «All State Responsibilities,” FAO, diakses 3 November 2019,
http://www.fao.0rg/3/y3536€06.htm


http://www.fao.org/3/y3536e06.htm

internasional ini akan menjadi dasar pembahasan. Penjelasan mengenai regulasi
illegal fishing dalam kedua norma akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 ldentifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada awal pemerintahan Jokowi, setelah beliau menggandeng Susi
Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 29 Oktober 2014, mulai
gemar didengar istilah “tenggelamkan saja!”. Hal ini mengacu pada kebijakan KKP
yang didukung oleh Jokowi untuk menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing di
wilayah perairan Indonesia. Pemerintahan Jokowi pertama menenggelamkan kapal
pada Desember 2014, yaitu sebuah kapal berkapasitas 70 gross ton (GT) dengan
bendera Vietnam di badan kapal.*

Implementasi kebijakan ini sesuai dengan kabar yang keluar pada sekitar
bulan Oktober dan November 2014 bahwa pemerintah Indonesia memiliki rencana
menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.'® Hal ini menimbulkan berbagai respon
di lapisan masyarakat dan petinggi negara. Sebagian heran dan bertanya-tanya
mengenai keabsahan kebijakan, sebagian lagi salut dan mengagumi kinerja Susi
Pudjiastuti yang dinilai sangat berani. 1 Mayoritas warga negara Indonesia
termasuk pada bagian yang kedua, berpikir bahwa Susi Pudjiastuti melakukan

perubahan kea rah yang jauh lebih baik.

14 Elisa Valenta Sari, “Susi Pudjiastuti: Bulan Ini Banyak Kapal Kita Tenggelamkan,” CNN
Indonesia, diakses 25 Oktober 2019, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141205141551-
92-16086/susi-pudjiastuti-bulan-ini-banyak-kapal-kita-tenggelamkan

15 Fathiyah Wardah, “Pemerintah akan Tenggelamkan Kapal Asing yang Lakukan Pencurian
Ikan,” VOA Indonesia, diakses 7 Oktober 2019, https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-
akan-tengelamkan-kapal-asing-yang-lakukan-pencurian-ikan/2538348.html

16 «pantaskah kapal pencuri ikan ditenggelamkan?,” BBC Indonesia, diakses 27 Oktober 2019,
https://mww.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141127_forum_kapal_asing


http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141205141551-
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141205141551-
http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-
http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-
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Terlepas dari tujuan implementasi penenggelaman kapal, seluruh kebijakan
sebuah negara terhadap suatu hal pasti memiliki pembahasan dalam level
internasional. Penanganan tentang illegal fishing merupakan salah satu hal yang
dibahas di level internasional. Terdapat norma yang mengatur pengertian,
pencegahan, dan penanganan illegal fishing. Indonesia termasuk negara yang
mengambil bagian di dalamnya.

Dalam UNCLOS dan IPOA-IUU fishing dijelaskan bahwa illegal fishing
adalah pelanggaran administrasi regulasi sehingga sanksi yang pantas diberikan
terbatas pada sanksi administrasi. Faktanya, kebijakan Indonesia tenggelamkan
kapal pelaku illegal fishing bersebrangan dengan norma internasional. Bisa
dibilang, Indonesia mengabaikan beberapa aturan dalam norma internasional untuk
menjalankan kebijakan ini. Hal ini menghadirkan sebuah anomali dan penelitian ini

akan menjelaskan alasan dibalik keadaan tersebut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam meneliti permasalahan kebijakan Indonesia yang melanggar norma
internasional, peneliti akan membatasi waktu penelitian dari awal administrasi
Jokowi. Referensi mengenai kondisi sebelum pemerintahan Jokowi akan muncul,
namun fokus pembahasan adalah implementasi administrasi Jokowi terhadap
kebijakan terkait. Penelitian ini hanya fokus kepada alasan dibalik kebijakan
Indonesia tenggelamkan kapal pelaku illegal fishing yang ternyata membantah
norma internasional yang mengatur hal tersebut. Penulis tidak berbicara mengenai

benar atau salah, namun tentang sesuai norma atau tidak.



1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam
bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa Indonesia melakukan
kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing?
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan alasan di balik implementasi

kebijakan penenggelaman kapal yang juga terkenal dengan kebijakan Sinking The
Vessels oleh pemerintahanan Jokowi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan tujuan penelitian yang dicantumkan, penelitian ini

diharapkan dapat memberi informasi dan edukasi mengenai kebijakan Sink The
Vessels yang dilakukan pemerintah Indonesia di Era Jokowi dalam menangani
praktek illegal fishing di Perairan Indonesia. Selain itu penulis berharap tulisan
ini dapat menjadi bahan edukasi mengenai aplikasi konsep constructivist use of
norms dan norm contestation kepada kebijakan sebuah negara di lingkup politik
internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi

pembaca khususnya dalam bidang studi Hubungan Internasional dan studi norma.

14 Kajian Literatur
Penelitian ini menggunakan tiga literatur sebagai acuan. Literatur pertama

adalah Third World Approach to International Law Analysis on Law Enforcement



Against lllegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesia.'” Kajian ini
menggunakan pendekatan Third World Approach to International Law (TWAIL)
dan menarik kesimpulan bahwa norma internasional dalam UNCLOS mengenai
kebebasan bernavigasi dan tindakan penegakan hukum bersifat ambigu dan dilihat
sebagai alat hegemoni negara maju untuk memastikan akses terhadap sumber daya
laut. Literatur ini juga mengakui adanya ambiguitas pada IPOA-IUU fishing yang
tidak jelas mengkategorikan aktivitas perikanan yang tidak terregulasi.
Ketidakjelasan ini berdampak pada nelayan skala kecil dianggap sebagai kategori
IUU fishing. Menurut Arip, pandangan ini menyesatkan karena nelayan skala kecil
Indonesia dibebaskan secara hukum dari aturan melaporkan hasil tangkapan.

Literatur selanjutnya adalah Illegal fishing and fisheries crime as a
transnational organized crime in Indonesia.*® Penelitian ini mendukung pandangan
Indonesia bahwa illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia banyak terkait
dengan kejahatan transnasional terorganisir. Pola rekrutmen, pemalsuan dokumen,
buruh paksa dan eksploitasi pekerja perikanan, dan perdagangan manusia adalah
kejahatan yang menjadi fokus dalam pembahasan untuk memperlihatkan bukti
adanya kejahatan terorganisir dibalik aktivitas illegal fishing.

Sumber literatur yang ketiga adalah Burning and/or Sinking Foreign

Fishing Vessels Conducting Illegal Fishing in Indonesia.'® Dijelaskan bahwa dalam

17 Arip Hidayatulloh, “Third World Approach to International Law Analysis on Law Enforcement
Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesia,” (Master’s thesis, Flinders
University, 2019)

18 Joannis Chapsos dan Steve Hamilton, “Illegal fishing and fisheries crime as a transnatinal
organized crime in Indonesia,” Trends in Organized Crime, Januari 2018,
https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8

19 Zaki Mubarok Busro, “Burning and/or Sinking Foreign Fishing Vessels Conducting Illegal
Fishing in Indonesia,” Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, Vol.2 (2017), him. 174-179.



melaksanakan kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal, terdapat beberapa
langkah yang harus dicapai, termasuk di dalamnya adalah syarat objektif dan
subyektif. Zaki mengakui bahwa adanya celah diantara hukum domestik Indonesia
dan hukum internasional mengenai kewajiban memberi tahu negara bendera kapal
secara tepat waktu, dan menyarankan dibentuknya perjanjian bilateral untuk
menyiapkan kerangka bantuan hukum yang cepat dan tepat.

15 Kerangka Pemikiran

Bagi Finnemore dan Sikkink, norma adalah standar perilaku yang pantas
untuk aktor dengan identitas yang dimiliki.?® Norma dapat dilihat sebagai hal yang
diakui secara kolektif 2* sehingga memiliki sisi keharusan di dalamnya. Rasa
keharusan ini yang menjadi penentu kapan dan di waktu atau kondisi bagaimana
perilaku tersebut diijinkan untuk dilakukan oleh actor yang terlibat di dalamnya.
Kita dapat mengetahui dan mempelajari norma dari jejak komunikasi antara para
aktor yang bertindak sesuai norma tersebut.

Norma yang terdapat pada sistem internasional dapat muncul dari norma
domestik, begitu pula kebalikannya. Norma internasional harus terus memiliki
upaya untuk menyebarkan pengaruhnya ke norma domestik lewat struktur-struktur
yang membentuk norma domestik tersebut. Hal ini penting karena dapat

mendukung kepatuhan sebuah negara terhadap norma yang ada. Saat norma

20 M. Finnemore dan K. Sikkink, International norm dynamics and political change, International
Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics, (Autumn,
1998), vol. 52(4), him. 887-917.

2L A Klotz, Norm in International Relations: the struggle against apartheid, (New York: Cornell
University Press, 1999)
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internasional dilihat dapat menyalurkan hal-hal yang diperjuangkan norma
domestik, maka norma tersebut dapat lebih mudah diterima.??

Terdapat tiga jenis norma menurut Antje Wiener.?® Jenis pertama adalah
norma fundamental. Norma fundamental adalah norma dasar prosedur yang sangat
umum digunakan dalam ilmu hubungan internasional. Norma ini menentukan
landasan apa yang pantas ditetapkan. Kategori norma lain memiliki tujuan
mengorganisir kumpulan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan panduan perumusan
kebijakan. Prinsip yang dibahas dalam norma ini contohnya adalah transparansi,
legitimasi, dan akuntabilitas. Kategori ketiga adalah standarisasi prosedur yang
termasuk di dalamnya adalah aturan dan regulasi yang sudah jelas didefinisikan.
Seperti contohnya tata aturan pemilu, atau regulasi kebijakan baru.

Kaum konstruktivisme memfokuskan norma sebagai kajian utama di
hubungan internasional. Identitas juga merupakan hal penting bagi
konstruktivisme. Norma merupakan pelengkap empiris untuk identitas suatu negara
dalam sistem internasional dan bagian dari pemahaman mengenai perilaku negara.?*
Constructivist use of norm berargumen bahwa untuk memahami tindakan politik
sebuah negara yang mengacu pada sebuah norma, identitas dan kepentingan negara
tersebut harus dipahami. Penggunaan norma secara konstruktif berarti

Konsep ini juga bersangkutan dengan keamanan nasional sebuah negara.

Identitas berkaitan dengan pembentukan kepentingan nasional sebuah negara yang

22 |bid, M. Finnemore dan K. Sikkink, 1998.

23 Antje Wiener, The dual quality of norms and governance beyond the state: sociological and
normative approaches to interaction, Critical Review International Social Politics Philosophy,
2007, vol. 10(1), hIm. 47-68.

24 Scott N. Romanuk dan Francis Grice, “Norms, Norm Violations, and IR Theory,” diakses 15
Oktober 2019, https://www.e-ir.info/2018/11/15/norms-norm-violations-and-ir-theory/
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di dalamnya terdapat aspek yang dianggap negara tersebut sebagai keamanan
nasional. ldentitas memiliki dua fungsi vital: Pertama, mengekspresikan siapa
entitas tersebut ke dirinya sendiri dan ke entitas lain, dan kedua, mengekspresikan
kepada entitias itu sendiri siapakah entitas lain. Berdasarkan dengan fungsi yang
pertama, kepemilikan identitas menentukan kumpulan preferensi dan tindakan yang
akan dilakukan di dalam berbagai macam kondisi dan berbagai macan aktor yang
terlibat. ltulah mengapa sebuah identitas negara menghasilkan kepentingan
nasional dan perilaku berlanjut terhadap aktor lain dan situasi terkait di sistem
internasional.?®

Berdasarkan dengan fungsi kedua, negara memiliki persepsi terhadap
negara lain sesuai dengan identitas yang diketahui terkait dengan mereka,
sementara secara berkelanjutan terus mereproduksi identitas sendiri terhadap
mereka melalui interaksi dan praktik sosial.?® Persepsi ini mempengaruhi tindakan
yang mereka ambil berkaitan dengan isu yang ada atau aktor yang terlibat. Maka
dari itu, identitas mempengaruhi terciptanya aspek yang dianggap sebagai
keamanan nasional.

Berkaitan dengan norma, sebuah negara dapat memilih untuk mengikuti
(norm compliance) atau menentang (norm contestation). Dalam kajian ini, konsep
yang akan menjadi pemandu kita adalah norm contestation. Maka dari itu penulis

akan menjelaskan pengertian norm contestation dalam paragraf selanjutnya.

% H, Tajfel, Human Groups and Social Categories—Studies in Social Physchology, (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981)
% |bid.
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Dalam norm contestation?’, terdapat tiga faktor yang dapat menjelaskan
pilihan sebuah negara memilih untuk mengabaikan norma yang ada di tatanan
internasional. Faktor pertama adalah norm ambiguity. Ambiguitas norma
merupakan kondisi saat norma menghasilkan lebih dari satu interpretasi dari
beberapa isi kontennya. Interpretasi yang berkelipatan ini muncul di saat aktor-
aktor berada di dalam situasi yang berbeda. Ambiguitas norma menunjukkan
karakter makna yang polisemik.?® Dalam konteks hukum yang dikodifikasikan,
ambiguitas berarti satu istilah atau ketentuan hukum yang sama dapat berarti hal
yang berbeda untuk orang yang berbeda.?® Saat ruang untung interpretasi dibiarkan
melebar, norma dapat dengan mudah menjadi ambigu. Keambiguitas juga
mendorong penganggapan bahwa norma tersebut lemah karena tidak memiliki daya
tahan, spesifikasi, dan kesesuaian jaman.3°

Ambiguitas norma menimbulkan situasi kurangnya intersubjective
agreement mengenai konten spesifik di dalam norma. Padahal norma tidak bias
bertahan tanpa adanya intersubjective agreement, setidaknya pada level minim.3!

Kondisi ini tidak memengaruhi persetujuan intrasubjektif umum dari norma

21 Betcy Jose, Norm Contestation: Insights into Non-Conformity with Armed Conflict Norms,
(Cham: Springer, 2018)

2 Mona Lena Krook and Jacqui True, Rethinking the life cycles of international norms: The
United Nations and the global promotion of gender equality, European Journal of International
Relations, Vol. 8(1) 2012, https://doi.org/10.1177/1354066110380963

2% Susanne Therese Hansen, Thinking ambiguity seriously: explaining the indeterminacy of the
European Union conventional arms export control regime, European Journal of International
Relations, Vol. 22(1), 2016.

30 JW Legro, Which norms matter? Revisiting the “failure” of internationalism, International
Organization, Vol. 51(1), 1997, him. 35.

31 Wesley W. Widmaier dan Luke Glanville, The benefits of norm ambiguity: constructing the
responsibility to protect across Rwanda, Iraq and Libya, Contemporary Politics, Vol. 21(4), 2015,
https://doi.org/10.1080/13569775.2015.1014178.
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tersebut.®? Dengan kata lain, aktor dapat mengikuti sebuah norma namun tidak
menyetujui kondisi penggunaan norma tersebut. Prinsip utama dalam faktor ini
adalah ketiadaan kondisi aktor-aktor mengetahui dan menerima konsep yang sama
mengenai cara menggunakan logika kepantasan pada situasi tertentu 33
Kecenderungan hal ini terjadi meningkat saat kapabilitas norm enforcers
dipertanyakan atau bahkan keadaannya sudah melemah.

Faktor terakhir yang juga mendorong terjadinya norm contestation adalah
Logic of Appropriateness. Konstruktivisme menaruh logika kepantasan sebagai
salah satu unsur penting dalam pembahasannya. 3% Dalam melihat norma,
pembahasan akan dimulai dengan apakah norma yang terkait mendukung atau
menyalurkan identitas aktor. Logika kepantasan akan diinterpretasikan oleh aktor
melalui kacamata lokal yang berisi informasi latar belakang, keadaan budaya,
pengalaman masa lampau, dan kepentingan domestik.3> Antje Wiener mengatakan
bahwa pengertian norma dapat berevolusi dari latar belakang budaya yang
berbeda. * Beliau juga menambahkan bahwa semua individu membawa beban
normatif, sehingga interpretasi terhadap arti norma memang diperkirakan bervariasi

tergantung kepada konteks.3” Dengan kata lain, jika kondisinya ditemukan norma

32 Matthew J. Hoffman, “Competition and Contestation in the Evolution of Social Norms,” paper
dipresentasikan di pertemuan tahunan International Studies Association, Le Centre Sheraton
Hotel, Montreal, Quebec, Canada, diakses 5 Oktober 2019,
http://allacademic.com/meta/p73161_index.html

33 1hid.

3 Onuf N, Constructivism: a User’s Manuel, dalam: ed. Kulbakova V, Onuf N, Kowert P,
International relations in a constructed world, (Armonk: M.E. Sharpe, 1989).

% Ibid, Betcy Jose, him. 94.

% Ibid, Antje Wiener, The dual quality of norms and governance beyond the state: sociologicall
and normative approaches to interaction

37 Antje Wiener, The invisible constitution of politics, (Cambridge: Cambridge University Press,
2008)
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ini melengkapi identitas, kecenderungan mengikuti norma tinggi. Pada keadaan
sebaliknya, saat norma yang sudah dikaji dengan logika kepantasan lewat
perspektif lokal tidak sesuai, kemungkinan besar norma tersebut dibantah.
Penjelasan lebih lanjut terhadap kerangka permikiran terdapat pada bagian analisis
yang tertera pada Bab I11.
16 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data
1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif
memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pemahaman manusia dalam isu yang
terkait.® Di dalam buku Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods dijelaskan bahwa penelitian kualitatis menggunakan grounded theory
sebagai fondasi analisis fenomena dan berkaitan erat dengan penelitian naratif.°
Penulis melakukan penelitian dengan metode analisis naratif yaitu penulis
mempelajari fenomena melalui materi empiris dan mengaitkannya dengan teori
dasar.
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan
studi kepustakaan kasus illegal fishing beserta respon Indonesia dengan
mengimplementasikan kebijakan Sink The Vessels. Studi kasus merupakan cara

yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian penulis. Penulis menggunakan

% Lisa M. Given (ed.), The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Thousand
Oaks: SAGE Publications, 2008).
39 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 4™ Edition

(Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).
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sumber seperti buku, jurnal, laporan dari badan pemerintahan, surat kabar, dan
artikel yang dapat dipertanggungjawabkan.
1.7 Sistematika Pembahasan

Dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis membagi
tulisan ke dalam 4 Bab. Bab | merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literature,
kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika
pembahasan, dan linimasa pengerjaan skripsi.

Bab 11 dibagi ke dalam empat subbab. Dalam subbab pertama dijelaskan
norma yang mengatur illegal fishing dalam kerangka United Nation Convention of
the Law of the Sea (UNCLOS) dan International Plan of Action Illegal Unreported
and Unregulated Fishing (IPOA-IUU). Selanjutnya dijelaskan visi negara
Indonesia sebagai poros maritim dunia. Subbab ketiga menjelaskan tentang
permasalahan illegal fishing yang terjadi di Indonesia beserta dampaknya. Pada
bagian terakhir akan membahas tentang upaya terdahulu yang telah dilakukan oleh
Indonesia untuk memberantas isu illegal fishing.

Bab 111 merupakan analisis kasus menggunakan kerangka pemikiran.
Dalam bab ini, analisis akan dibagi menjadi empat subbab. Pada subbab pertama
akan membahas aplikasi konsep constructivist use of norm sebagai dasar
pemahaman norma. Selanjutnya di dalam subbab kedua terdapat analisis
keambiguitasan pandangan terhadap norma yang mengatur illegal fishing. Subbab
ketiga membahas kurangnya pemahaman bersama dalam melihat isu illegal fishing

sehingga memicu pembantahan norma. Pada bagian keempat akan dijelaskan
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analisis logika kepantasan yang diinterpretasi melalui lensa budaya lokal Indonesia.
Selanjutnya pada bagian terakhir terdapat penjelasan keberlanjutan isu illegal
fishing di Indonesia.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran.



